
5.Undang-undtmg ... 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tcntang 
Pernbentukan Kabupaten Mdawi dan Kabupatcn Sekadau 
di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pcrimbangan Keuangan antara Pcmerintah Pusat dan 
Pcmerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun. 20ahl4 te2nOtanl4gNDcsa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T un . omor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
di.maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraruran 
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 
2018. 

A. bnhwa be-rd snrknn Pasal 12 y t {I) Peraturan 
i>t-mt'nntah Nomor Tahun 2014 t ntanp. Dana De s 
Yang Bcraurnber don Anggarnn Pendap tan dan Belanju 
Negara seb Rflimona t lah diubah terukhrr kal: d ngan 
Pcroturon Pcm rintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah Nomor ,0 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersurnber dari 
Anggamn Pendapalan dan Belanja Negara tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, bupati/wali.kota rnenetapkan nn ian 
Dana Desa untuk setiap Desa; 
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11. Peraturan ... 
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9. Pcraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093); 

10. Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 
tentang Pcngdolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 
537), scbaga.imana tclah diubah dcngan Pcraturan 
Mcntcri Kcuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50/PMK.07 /2017 tcntang Pengelolsan Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa [Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1081) . . ., ' 

8. Pcraturan Presiden Nomorl37 Tahun 2017 tcntang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2018 (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 288); 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Pcraturan Pcmerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

6. Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 
2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5717); 

/ 

5. Undang-Undang Nomor . 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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Pasa.14 ... 

· dasar setiap desa scbagaimana dirnaksud daJarn Pasa12huruf _a. dihitung 
Alo:rkan aJokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa scbagaimana. telah 
~r lean da1am lampiran Peraruran Preaiden Nomor 137 Tahun 2017 tentang ~=!i An.~an Pendapatan dan Belanja Neg;ira Tah~an 2018. 

Pasa.13 

Rincian Dana Desa di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara 
rnerata clan berkeadilan berdasarkan: 
a. AJokasi Dasar; 
b. AJokasi Afirmas-i; dan 
c. AJokasi Formula. 

Pasal 2 

BAB II 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

DaJam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. D_esa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukurn yang merniliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, ha.k asal 
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistern 
pemerintahan Negara Kesatuan Republilc Indonesia. 

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer rnelalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mcmbia:yai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

3. Pemerintah Desa adaJah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, 

4. Jumlah Desa adalah jumJah Desa yang dit.etapkan oJeh Ment.eri Da1am Negeri. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang sclanjutnya disingkat APBDesa, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
DI KABUPATEN MELAWJ TAHUN ANGGARAN 2018 

Menetapkan 

11. Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Perubahan Rincian D Nomor 226/PMK-07 /2(JJ 7 
Kabupaten/ Kota Tahun ~ D;sa Menu~t Daerah 
Republik Indonesia Tahun 2017 N:1:rioro;g71(~t& Neg;m, 

•' 



Pasal 10 ... -: 

( 1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan danpemberdayaan 
masyarakat berdasa.rkan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk mcmbiayai kegiatan yang tidak tcrmasuk dalam 
prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 
mendapat persetujuan Bupati. 

(3) Pcrsctujuan Bupati sebagaimana dimaksu~ pada ayat (11 diberikan pada saat 
evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa . 

Pasal 9 

BABIV 
PENGGUNAAN DANA DESA 

( 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas 
Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. 

(2) P~mindahbu~an dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa 
dtlakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening 
Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi. 

(3) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa 
tahap I sebesar 20% dilaksanakan setelah Bupati menerima: 
a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan 
b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya dari Kepala Desa. 
(4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa 

ta.hap II sebesar 40% dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi 
penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari Kepala Desa. 

(5) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa 
tahap Ill sebesar 40% diJaksanakan setelah Bupati menerima Japoran realisasi 
penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II dari KepalaDesa. 

(6) Laporan realisasi penyerapan dan capaianoutput Dana Desa tahap I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling 
kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output 
menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen). 

(7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) dihitung 
berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan. 

(8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dancapaian output sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan table referensi data 
bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan 
capaian output. 

(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum 
memenuhi kebutuhan input data, kepala desa. dapat memutakhirkan table referensi 
data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga 
terkait. 

Pasal 8 

BAB III 
PENY ALURAN DANA DESA 

Pasal 7 

pan Rincian Dan~ Desa kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2018 seb · 
can tum dal~. Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahfudan~ 

eraturan Bupati iru. an 

. ,( ....... 
' 



(5) Bupatl.; 

( I) Bupati menunda penyaluran Dana Oe8',, dalarn hal: 
a. Bupatl belurn menerimo dokumen sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 8 Ayat (4) 

OIUU Paaal 8 aynt (5); 
b. Tc,r<.t'4pat. Si1"\ Don" Octltl di RKD tahun unggaran sebelumnya lcbih dari 30% (tiga 

puluh persenl; dan/utnu 
,·. terdapat usulun duri aparut pengawas Iungsional daerah. 

(2) Perumduun peuyaluran Dana Desa sebagatmana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 
dllukuk"n terhndnp penyolurun Dano Desa tahap I tahun anggaran bcrjalan sebesar 
S!!Ul Donn Deaa di RKD tuhun anggarnn sebelumnya 

( ) Dulnm hnl Sist, Dnna DeMl di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari 
jumlah OtmM L>eMI yonf( ukun difltilurkan pada tahap 1, penyaluran Dana Desa tahap 
l tiduk dilnkukan, 

(4) Datum hal l'U\mp.:ai dengan mlnggu pertarna bulan Juli tahun anggaran bcrjalan sisa 
Dana l)et'lu cti~KD tuhun unggaran sebelumnya maaih lebih besar ~ari 30°.k, (tiga 
puluh ptn·sc-n). penyalurnn Duna Desa yang ditundo sebegalmane dtrnaksud pada 
")11.lt ('J) tldeak dupat dhu,turkun dan meajudi aisa Dana Desa di RKUO. 

Pusa] 12 

BAB VI 
SANKS! 

l'iuml 11 

(I) ~;~::lu .: tNllt •t·•wu111p11lk1111 l11por1111 rr111ltt11NI pcnycrupnn dun uapultm output Dana 
., 1'4< "I' "'"I' pt"11y11h111111 kt~p11d11 Buputl. 

( ... ) Lnp\t "'"" 1r11IINnMI Jlt'ny,~rupun <11111 1·11p11inn output Dunu Dc,ua Nd>uw1imono dimaksud 
p1u u uvut ( l) tc-nllri "'"": · 
u, luporuu rrullKHNI prnyrrnpun dun cnpulun output Duma Desa tahun 

Md>t"h1m11y11; dun anggaran 
h. luporun rt-ullNuNI penyerupun dun cupnlun output Dunu Deau tahap I. 

{, ) Laporun rruliNm•i penycrnpnn dnn rnpnlun output Dnna Deso tahun anggaran 
sebelumny» Md)lt~uimunu dlmukNud pudu aynr (2) huruf a diearnpalkan paling 
lumbar tun~nl 7 .Junuurl tuhun nnJ(l(urun berjulun. 

(4) l~tf>orun ft'uliMuttl penyerapnn dnn cupuiun output Dano Oe88 tahap J sebagaimana 
dirnnksud pndu uyut (~) huruf b dlsumpaikan poling larnbat tanggal 7 ,Juli tahun 
unAAnrnn berjulnn. 

(,) Dulum hul terduput pcmutnkhlrun cupulun output setelah betas waktu penyarnpaian 
\uporun M"~t*o,m,mu dimaksud pudo ayut (3) don ayut (4), Kepala Dess dapat 
rnenynrnpuiknn pemutnkhlran capalan output kepada Bupati. 

11/\ll V 
l'l'!I.AP( >~AN l>ANA IW,HA 



BAB VII... ~ . ' 

· Iakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan 
(1) Bupa~ me daan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

sanksi peurufnun b ih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 300h [tiga puluh ayat (1) h , mas 
persen). al Dana Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan 

(2) Pemotongan peny uran an aran berikutnya. 
pada penyaluran Dana Desa tahun ~aluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

(3) Bupati melaporkan pemopalatong~pi;: ;Iaku KPA Penyaluran OAK Fisi.k dan Dana 
pada ayat ( 1) kepada Ke 
Desa. 

Pasal 14 

Pasal 13 

( 1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal: 
a. dokumen pers~ar9:tan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 

huruf a telah diterima: , 
b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sarna 

dengan 30%; dan 
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

~ (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat ( 1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun 
anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana 
Desa di RKUD. 

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana 
Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan 
kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya. 

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama 
bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran 
sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala 
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua 
bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

rkan Dana Desa yang tidak disal 
ayat (4) kepada Kepala KPPN sel~~ sebagaimana dimaksud pada 

sa. A Penyaluran DAK F. ik d idak IS an esa yang ti disalurkan seba airnan . 
urkan k~mbali P.ada tahun anggar! beri~ d1maksud pada ayat (4) tidak dapat 

komendasi sebagaimana dimaksud d tnya. 
pengawas fungsional di daerah dal~ \:at (1) huruf c disampaikan oleh aparat 
penyimpang~ penyaluran dan/ atau pengguna!r~apat potensi atau telah terjadi 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaks d d ana Desa. 
u pa a ayat (7) di ... ... a .. -- dengan tembusan kepada Kepala KPPN laku K •sam~u kepada Bupati 

Desa sebelum batas waktu tahapan pe s~ PA Pe~iyalur~ DAK Fisik danDana 
8. ny uran sebagaimana dlmaksud dalarn Pasal 
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_f rvo T lus MULYONO / 

BERITA DAERAH UPATEN MEL.AWi TAHVN 2018 NOMOR 

Diundangkan di Nanga Pinoh 
pada tanggal 7 ;pebrun.ri 2018 

1'\ 
~ SEKRETARIS DAERAH KABVPATEN MELAWI, 

Ditetapkan di Nanga Pinoh 
Pada tanggal 7· :Februari2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 15 

BAB VU 
KETENTUAN PENUTUP 


